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WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR  : 903/513/Kpts/BKD/Huk/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PELABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA

UMUM DAERAH TAHUN ANGCIARAN 2021

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang      :    a.     bahwa      dalam      rangka      pelaksanaan      Anggararl
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Depok  Tahun
Anggaran 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

dan    ayat     (2)     Peraturan     Pemerintah     Nomor     12
Tahun   2019   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah

perlu  menunjuk  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah
dan Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah;

b.     bahwa      berdasarhan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali    Kota    tentang    Penunjukan    Pejabat    Pengelola
Keuangan    Daerah   dan   Bendahara   Umum   Daerah
Tahun Anggaran 2021 ;

Men8ingat 1.     Undang-Undang    Nomor    15    Tahun     1999    tentang

Pembentuhan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Depok dan

Kotamadya Dacrah Tingka.t 11 Cilegon (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun  1999  Nomor 49,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;

2.     Undang-Undang.    Nomor    17    Tahun    2003    tentang
Keuangan      Negara      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang ...



3.     Undang-Undang    Nomor     1     Tahun    2004    tentang
Perbendaharaan   Negara   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4.     Undang-Undang    Nomor    15    Tahun    2004    tentang
Pemeriksaan     Pengelolaan     dan     Tanggung    Jawab
Keuangan      Negara     (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5.     Undang-Undang    Nomor    33    Tahun    2004    tentang
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan    Daerah    (Ifmbaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun     2004     Nomor     126,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.     Undang-Undang Nomor  28 Tahun  2009  tentang Pajak
Daerah    dan    Retribusi    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.     Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)
sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan   Kedua   Atas   Undang-Undang   Nomor   23
Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (I€mbaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2015   Nomor  58,
Tamhahan    Ifmbaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5679) ;

8.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang
Dana     Perimbangan     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun     2005     Nomor     136,     Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan ...



9.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 Tahun  2005  tentang
Sistem  lnformasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   4576)
sebagalmana      telah      diubah      dengan      Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010  tentang Perubahan
atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun   2005
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (I.embaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor   110,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5155);

10.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang
Pelaporan  Keuangan  dan  Kinelja  Instansi  Pemerintah
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2006
Nomor   25,   Tambahan   Ifmbaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4614);

11.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang
Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah   (I+embaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang
Bantuan  Keuangan Kepada Partal Politik sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang   Bantuan   Keuangan   Kepada   Partai   Politik
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2018
Nomor    1,    Tambahan    Lembdran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6177);

13.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintahan   (I€mharan   Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang
Hibah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2012  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan ...
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Menetapkan
RESATU

KEDUA

KETIGA

15.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Ifmbaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

:    Menunjuk  Kepala  Badan  Keuangan  Daerah   Kota  Depok
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara
Umum Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 202 1 .

:    Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
a.  menyusun   dan   melaksanakan   kebijakan   Pengelolaan

Keuangan Daerah;
b.  menyusun  rancangan  Perda  tentang  APBD,  rancangan

Perda   tentang   perubahan   APBD,    rancangan    Perda
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD ;

c.  melaksanakan  pemungutan   Pendapatan   Daerah  yang
telah diatur dalam Perda;

d.  melaksanakan fungsi BUD; dan
e.  melaksanakan  tugas  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.
:    Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  dalam  melaksanakan

fungsinya  selaku  Bendahara  Umum  Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d berwenang:
a.  menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b.  mengesahkan DPA SKPD;

c.  melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d.  memberikan     petunjuk    teknis     pelaksanaan     sistem

penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
e.  melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f.   menetapkan SPD;

9.  menyiapkan    pelaksanaan    pinjaman    pinjaman    dan
pemberian jaminan atas nana Pemerintah Daerah;

h.  melaksanakan     sistem     akuntansi     dan     pelaporan
Keuangan Daerch;

i.   menyajikan infomasi keuangan daerah; dan
j. melafukan ...



®

®

\

j.   melakukan   pencatatan   dan   pengesahan   dalam   hal
penerimaan   dan   Pengeluaran   Daerah   sesuai   dengan
ketentuan     peraturan      pemndang-undangan,      tidak
dilakuhan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT        :    Pejabat   sebagaimana  dinaksud   dalam  Diktum  KESATU,
dalaln    melaksanakan    tugas    dan    wewenangnya,    agar
berpedoman   pada   peraturan   perundang-undangan   yang
berlaku.

KELIMA            :    Nama   dan   Contoh   Tanda  Tangan   Pejabat   sebagaimana
dimaksud  dalam  Dikfum  KESATU  sebagaimana  tercantum
dalam Lanpiran Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM          :    Keputusan   Wali   Kota   ini   mulai   berlalm   pada   tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

padatanggal     30  Desember   2020
WALI KOTA DEroK,

'

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Tembusan:
1.  Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
2.  Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Depok;

3.  Yth. Pimpinan P'I`. Bank Pembangunan Daerah iJawa Barat dan Banten,
Tbk. Cabang Depok.



IAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR         :      903/513/Kpts/BKD/Huk/2020

TANGGAL     :      30   Desember   2020

1 .  NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN

PEUABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAII

TAHUN ANGGARAN 202 1

NAMA                                           : NINA SUZANA, S.Sos, M.Si.

JABATAN                               : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok

CONTOH TANDA TANGAN :

® 2.   NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN

BENDAHARA UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN 202 1

NAMA

JABATAN

CONTOH TANDA

: NINA SUZANA, S.Sos, M.Si.
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WALI KOTA DEPOK,C-
K.H.  MOHAMMAD IDRIS


